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ABSTRACT 
 
REVIEW OF SYSTEMS AND PROCEDURES DESIGN WORK PLAN 
BUDGET PT. (PERSERO) ANGKASA PURA I  ADI SUMARMO 
AIRPORT SURAKARTA 
Genius Don Arlian Habibie 
F 3307053 
  
PT. (PESERO) Angkasa Pura I is one of the BUMN (Badan Usaha Milik 
Negara) that engages in air transportation service that aims to profit oriented. 
Adi Sumarmo International Airport is the air transportation terminals located in 
Surakarta and as air transport gateway for surrounding areas. In its operation, 
PT. (PERSERO) Angkasa Pura I Adi Sumarmo International Airport always use 
the RKA (Rencana Kerja Anggaran) to estimate all revenue and as the basis 
either operational or non-operational expenses. 
In reviewing of the design budgeting working plan at PT. (PERSERO) 
Angkasa Pura I Adi Sumarmo International Airport, the authors assess well 
enough with the authorization of the firm, and supported with implemented in 
computerized design. But there are also weaknesses in the absence of a document 
printed, and there is no up-date data as the basis of budgeting. 
The author considers that it’d be better if Budgeting section issuing serial-
numbered documents printed in the budgeting process, and it must has up-date 
data as the basis of issuing RKA. 
 
Key words:  PT. (PERSERO) Angkasa Pura I Adi Sumarmo International Airport 
Surakarta, Budgeting. 
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ABSTRAK 
 
TINJAUAN TERHADAP SISTEM DAN PROSEDUR PERANCANGAN 
RENCANA KERJA ANGGARAN PT. (PERSERO) ANGKASA PURA I  
BANDAR UDARA ADI SUMARMO SURAKARTA 
Genius Don Arlian Habibie 
F 3307053 
  
PT. (PESERO) Angkasa Pura I salah satu dari BUMN (Badan Usaha Milik 
Negara) yang bergerak di bidang jasa transportasi udara yang berorientasi pada 
keuntungan. Bandar udara internasional Adi Sumarmo adalah terminal 
transportasi udara yang berlokasi di Surakarta dan sebagai pintu gerbang udara 
untuk wilayah sekitarnyas. Dalam kegiatan operasinya, PT. (PERSERO) Angkasa 
Pura I Bandar udara internasional Adi Sumarmo selalu menggunakan RKA 
(Rencana Kerja Anggaran) untuk mengestimasi semua pendapatan dan sebagai 
dasar baik untuk biaya operasional maupun biaya non-opersasional. 
In reviewing of the design budgeting working plan at PT. (PERSERO) 
Angkasa Pura I Adi Sumarmo Surakarta, the authors assess well enough with the 
authorization of the firm, and supported with implemented in computerized 
design. But there are also weaknesses in the absence of a document printed, and 
there is no up-date data as the basis of budgeting. 
Dalam perancangan rencana kerja anggaran di PT. (PERSERO) Angkasa 
Pura I Bandar udara internasional Adi Sumarmo Surakarta, penulis menilai cukup 
baik dengan adanya pihak otorisasi pada perusahaan, dan didukung dengan 
berbasis computer. Namun juga terdapat kelemahan antara lain tidak adanya 
dokumen yang tercetak, dan tidak adanya data terbaru sebagai dasar penyusunan 
anggaran.  
Penulis berpendapat bahwa akan lebih baik jika bagian penganggaran 
menerbitkan dokumen tercetak dalam proses penganggaran, dan ini harus 
memiliki data yang ter up-date sebagai dasar penyusunan RKA 
 
Kata Kunsi: PT. (PERSERO) Angkasa Pura I Bandar udara internasional Adi 
Sumarmo Surakarta, Penganggaran 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Gambaran Umum Perusahaan 
1. Sejarah Bandar Udara Adi Sumarmo Surakarta 
Berdasarkan sejarah, Bandara Adi Sumarmo Surakarta dibangun 
pada zaman penjajahan Pemerintah Belanda pada tahun 1940 digunakan 
untuk lapangan terbang darurat. Dengan masuknya bala tentara Jepang, 
lapangan terbang tersebut dihancurkan oleh Belanda. Kemudian pada 
tahun 1942 dibangun kembali oleh Pemerintah Jepang yang digunakan 
untuk basis militer penerbangan Angkatan Laut (Kaigun-Bokusha). 
Setelah proklamasi kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 
1945, kesanggupan dan kemampuan menyelenggarakan penerbangan 
dimanifestasikan dalam bentuk organisasi yang dinamakan “Penerbangan 
Surakarta” yang diresmikan pada tanggal 6 Februari 1946 selanjutnya pada 
bulan Mei 1946 dari “Penerbangan Surakarta” berubah nama menjadi 
“Pangkalan Udara Panasan” dimana kegiatan penerbangan hanya 
diperuntukan bagi penerbangan militer. 
Menjelang konferensi PATA pada tahun 1974 fasilitas pelabuhan 
udara keselamatan penerbangan ditingkatkan sehingga dapat dimanfaatkan 
untuk melayani penerbangan komersial disamping militer. Penerbangan 
komersial secara teratur resmi dibuka sejak 23 April 1974 dan dilayani 
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oleh perusahaan penerbangan PT. Garuda Indonesia dengan route Jakarta 
– Solo – Jakarta 3 kali seminggu. 
Dasar penggunaan bersama Pangkalan Udara Panasan diatur dalam 
suatu SKB MENHANKAM, MENHUB, dan MENKEU No: 
Kep/30/IX/1975; KM.393/S/PHB-1975; KEP.927a/KM/IV/8/197 tanggal 
21 Agustus 1975. Penggunaan sebagian areal tanah Pangkalan TNI-AU 
Adi Sumarmo Surakarta untuk pengembangan / pembangunan Bandara 
beserta fasilitasnya telah ditetapkan / diatur dalam  MOU / Surat 
Persetujuan Bersama antara Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Udara 
dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara No. 
PERJAMA/04/VI/1994 tanggal 23 Juni 1994 dan telah disempurnakan 
dengan adanya MOU No. SKEP/64/VI/1999 atau Surat Perjanjian 
Bersama No. SPB/4/XII/2001; AU/4260/kum.134/2001 tanggal 12 
Desember 2001. 
Berdasarkan Surat Keputusan KSAU No. SKEP/07/VII/1979 
tanggal 25 Juli 1979 Pangkalan Udara Utama / Lanuma Panasan diubah 
namanya menjadi Pangkalan Udara Utama / Lanuma Adi Sumarmo, nama 
ini diambil guna menghoramati jasa-jasa dari pahlawan bangsa Almarhum 
Kapten Udara Anumerta Adi Sumarmo Wiryo Koesoemo. 
Sesuai kebijaksanaan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan 
kepada wisatawan dalam bentuk kemudahan-kemudahan angkutan udara, 
Departemen Perhubungan telah menetapkan Bandara Internasinal Adi 
Sumarmo Surakarta ditingkatkan pelayanannya disamping melayani 
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penerbangan domestik juga melayani perjalanan ke luar negeri. 
Kebijaksanaan pemerintah tersebut ditetapkan dengan syarat keputusan 
Menteri Perhubungan nomor: KP.2/AU.005/PHB-89 tanggal 31 Maret 
1989 dan Menteri Kehakiman No. M.04-UM.01.06 tahun 1989 10 April 
1989. Penerbangan perdana Singapura – Jakarta - Solo pp diresmikan pada 
tanggal 1 Mei 1989 dan dilayani oleh PT. Garuda Indonesia dan sekarang 
sudah tidak lagi melayani route penerbangan tersebut. Sejak 2 Juni 1995 
penerbangan langsung Singapura - Solo pp dilayani oleh Silk Air dan saat 
ini frekuensinya sebanyak 3 (tiga) kali seminggu, menggunakan pesawat 
jenis A-319/A-320. 
 
2. Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan 
Struktur organisasi merupakan gambaran dari garis tanggung 
jawab dan wewenang dari para pelaku organisasi tersebut. Pada PT. 
(PERSERO) Angkasa Pura I Bandar Udara Adi Sumarmo Surakarta 
struktur organisasi disusun berdasarkan identifikasi terhadap efisiensi dan 
efektifitas pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan. Gambar I.1 
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Gambar I.1 
Struktur Organisasi  
Kantor Cabang PT. (Persero) Angkasa Pura I 
Bandar Udara Adi Sumarmo Surakarta Kep. 94/Om.00/2008 Tgl. 28 Agustus 2008
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a. General Manager 
General Manager mempunyai tugas antara lain: 
1) Mengendalikan seluruh kegiatan jasa pelayanan operasi lalu-lintas 
udara dan Bandara. 
2) Mengendalikan kegiatan pemeliharaan fasilitas dan teknik Bandara. 
3) Mengendalikan kegiatan pelayanan komersial dan pengembangan usaha 
Bandara. 
4) Mengendalikan kegiatan pengelolaan keuangan, personalia, dan 
administrasi. 
b. Airport Duty Manager (ADM) 
Airport Duty Manager (ADM) disebut juga Office In Charge        
(OIC) merupakan staf fungsional yang memilki fungsi penanggulangan 
masalah pelayanan dan kebandarusahaan selama waktu berlangsungnya 
kegiatan pelayanan operasi bandara, yang menjalankan tugasnya secara 
bergiliran. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Airport Duty 
Manager (ADM) bertanggung jawab kepada General Manager. 
c. Kepala Unit Pengadaan 
Kepala Unit Pengadaan bertugas menangani pengadaan dan 
pemesanan kupon PJP2U. Kepala Unit Pengadaan bertanggung jawab 
kepada General Manager. 
d. Manajer / Divisi Operasi dan Teknik 
1) Kedudukan Divisi Operasi dan Teknik 
Divisi Operasi dan Teknik berada dibawah General Manager 
dan bertanggung jawab kepada General Manager. Dalam pelaksanaan 
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dan pengelolaan kegiatannya Divisi Operasi dan Teknik dipimpin oleh 
seorang Manajer Operasional dan Teknik. 
2) Fungsi Divisi Operasi dan Teknik 
Divisi Operasi dan Teknik memilki fungsi pengelolaan 
pelayanan operasi lalu lintas penerbangan (air traffic service), 
pelayanan operasi Bandara (airport sevice), penyediaan fasilitas teknik 
umum, serta penyediaan peralatan elektronika dan listrik di Bandara 
sesuai ketentuan yang berlaku. 
3) Tugas Divisi Operasi dan Teknik 
Dalam rangka menyelenggarakan fungsi unit kerja, Divisi 
Operasi dan Teknik memiliki tugas: 
a) Menyiapkan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan 
kegiatan pelayanan jasa operasi keselamatan dan keamanan 
Bandara. 
b) Menyiapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan melaporkan 
kegiatan jasa operasi Bandara. 
c) Menyiapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan melaporkan 
kegiatan jasa lalu-lintas penerbangan. 
d) Menyiapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan melaporkan 
kegiatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas teknik umum 
dan peralatan kebandarusahaan. 
e) Menyiapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan melaporkan 
kegiatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas teknik 
elektronika dan listrik Bandara. 
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4) Susunan organisasi, fungsi, dan tugas dinas-dinas dibawah Divisi 
Operasi dan Teknik 
Susunan organsisasi, fungsi, dan tugas dinas-dinas dibawah 
Divisi Operasi dan Teknik antara lain: 
a) Dinas Keselamatan dan Keamanan 
Dinas Keselamatan dan Keamanan dipimpin oleh Asisten 
Manajer Keselamatan dan Keamanan. Dinas Keselamatan dan 
Keamanan memiliki fungsi dan tugas antara lain: 
i. Dinas Keselamatan dan Keamanan berfungsi sebagai 
penyelenggara kegiatan pelayanan operasi pertolongan 
kecelakaan penerbangan dan pemadaman kebakaran serta 
operasi pengamanan Bandara sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
ii. Dalam rangka menjalankan fungsinya, Dinas Keselamatan dan 
Keamanan memiliki tugas membuat rencana kerja, 
menyelenggarakan, dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan 
pelatihan operasi pertolongan kecelakaan penerbangan dan 
pemadaman kebakaran serta pengamanan dan penertiban 
umum Bandara. 
b) Dinas Pelayanan Bandara 
Dinas Pelayanan Bandara dipimpin oleh seorang Asisten 
Manajer Pelayanan Bandara. Dinas Pelayanan Bandara mempunyai 
fungsi dan tugas sebagai berikut: 
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i. Dinas Pelayanan Bandara berfungsi menyelenggarakan 
kegiatan pelayanan operasi sisi udara (air side), sisi darat    
(land side), terminal, penerangan Bandara sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
ii. Dalam rangka menjalankan fungsinya, Dinas Pelayanan 
Bandara bertugas membuat rencana kerja, menyelenggarakan, 
dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan operasi 
sisi udara (air side), sisi darat (land side), terminal, penerangan 
bandara. 
c) Dinas Operasi Lalu-lintas Penerbangan 
Dinas Operasi Lalu-lintas penerbangan dipimpin oleh 
seorang Asisten Manajer Operasi Lalu-lintas Penerbangan. Dinas 
Operasi Lalu-lintas Penerbangan memiliki fungsi dan tugas sebagai 
berikut: 
i. Dinas Operasi Lalu-lintas Penerbangan berfungsi 
menyelenggarakan kegiatan pelayanan jasa operasi lalu-lintas 
penerbangan serta menunjang kegiatan pencarian dan 
pertolongan kecelakaan penerbangan di daerah Aerodrome 
Traffic Zone (ATZ), pelayanan jasa bantuan operasi 
penerbangan berupa komunikasi penerbangan, penerangan 
aeronautika sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
ii. Dalam rangka menjalankan fungsinya Dinas Operasi Lalu-
lintas Penerbangan memiliki tugas membuat rencana kerja, 
menyelenggarakan, dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan 
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pelayanaan jasa operasi lalu-lintas penerbangan serta 
menunjang kegiatan pencarian dan pertolongan kecelakaan 
penerbangan di daerah Aerodrome Traffic Zone (ATZ), 
pelayanan jasa bantuan operasi penerbangan berupa 
komunikasi penerbangan, penerangan aeronautika. 
d) Dinas Peralatan dan Teknik Umum 
Dinas Peralatan dan Teknik Umum dipimpin oleh seorang 
Asisten Manajer Peralatan dan Teknik Umum. Dinas Peralatan dan 
Teknik Umum mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut : 
i. Dinas Peralatan dan Teknik Umum berfungsi dalam penyiapan 
pemakaian fasilitas bangunan, landasan, tata lingkungan 
bandara, mekanikal, kendaraan operasi, alat-alat besar, dan 
perbengkelan sesuai ketentuan yang berlaku. 
ii. Dalam rangka menjalankan fungsinya, Dinas Peralatan dan 
Teknik Umum mempunyai tugas membuat rencana kerja, 
menyelenggarakan, dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan 
penyiapan pemakaian fasilitas bangunan, landasan, tata 
lingkungan Bandara, mekanikal, air, kendaraan operasi, alat-
alat besar, dan perbengkelan. 
e) Dinas Teknik Elektronika dan Listrik 
Dinas Teknik Elektronika dan Listrik dipimpin oleh 
seorang Asisten Manajer Teknik Elektronika dan Listrik. Dinas 
Teknik Elektronika dan Listrik mempunyai fungsi dan tugas 
sebagai berikut: 
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i. Dinas Teknik Elektronika dan Listrik memiliki fungsi 
penyiapan pemakaian fasilitas teknik keselamatan 
penerbangan, listrik, dan peralatan elektronika lainnya sesuai 
ketentuan yang berlaku. 
ii. Dalam menjalankan fungsinya Dinas Teknik Elektronika dan 
Listrik memiliki tugas membuat rencana kerja, 
menyelenggarakan, dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan 
penyiapan fasilitas penerbangan, navigasi udara, radar, 
elektronika, dan listrik Bandara yang memiliki sistem 
pembangkit dan jaringan listrik. 
e. Divisi Keuangan, Komersial, dan Umum 
1) Kedudukan Divisi Keuangan, Komersial, dan Umum 
Divisi Keuangan, Komersial, dan Umum berada dibawah 
General Manager dan bertanggung jawab kepada General Manager. 
Dalam pelaksanaan dan pengelolaan kegiatannya, Divisi Keuangan, 
Komersial, dan Umum dipimpin oleh seorang Manajer Keuangan 
Komersial dan Umum. 
2) Fungsi Divisi Keuangan, Komersial, dan Umum 
Divisi Keuangan, Komersial, dan Umum memiliki fungsi 
pengelolaan keuangan, komersial, pengembangan usaha, personalia, 
administrasi dan umum sesuai ketentuan yang berlaku. 
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3) Tugas Divisi Keuangan, Komersial, dan Umum 
Dalam rangka melaksanakan fungsi unit kerja Divisi 
Keuangan, Komersial, dan Umum memiliki tugas-tugas sebagai 
berikut: 
a) Menyiapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan melaporkan 
kegiatan komersial dan pengembangan usaha. 
b) Menyiapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan melaporkan 
kegiatan akuntansi dan anggaran. 
c) Menyiapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan melaporkan 
kegiatan perbendaharaan, program kemitraan dan bina lingkungan 
(PKBL). 
d) Menyiapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan melaporkan 
kegiatan personalia, administrasi dan umum. 
4) Susunan Organsisasi, Fungsi, dan Tugas Dinas-Dinas Dibawah Divisi 
Keuangan, Komersial, dan Umum 
Susunan organsisasi, fungsi, dan tugas dinas-dinas dibawah 
Divisi Keuangan, Komersial, dan Umum antara lain: 
a) Dinas Komersial dan Pengembangan Usaha 
Dinas Komersial dan Pengembangan Usaha dipimpin oleh 
seorang Asisten Manajer Komersial dan Pengembangan Usaha. 
Dinas Komersial dan Pengembangan Usaha mempunyai fungsi dan 
tugas sebagi berikut: 
i. Dinas Komersial dan Pengembangan Usaha memiliki fungsi 
penyelenggaraan kegiatan pengembangan produk jasa, 
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pemasaran, dan pemungutan pendapatan jasa pelayanan 
aeronautika serta non-aeronautika sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 
ii. Dalam rangka menjalankan fungsinya, Dinas Komersial dan 
Pengembangan Usaha memiliki tugas membuat rencana kerja, 
menyelenggarakan, dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan 
pengembangan produk jasa, pemasaran serta pemungutan 
pendapatan jasa pelayanan aeronautika serta non-aeronautika. 
b) Dinas Akuntansi dan Anggaran 
Dinas Akuntansi dan Anggaran dipimpin oleh seorang 
Assisten Manajer Akuntansi dan Anggaran. Dinas Akuntansi dan 
Anggaran memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut: 
i. Dinas Akuntansi dan Anggaran memiliki fungsi 
penyelenggaraan kegiatan pencatatan dan pelaporan akuntansi 
keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi persediaan, dan 
aktiva tetap serta menyusun, mengendalikan, dan melaporkan 
anggaran perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku. 
ii. Dalam rangka menjalankan fungsinya, Dinas Akuntansi dan 
Anggaran bertugas membuat rencana kerja, 
menyelenggarakan, dan melaporkan hasil pencatatan laporan 
akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi 
persediaan, dan aktiva tetap serta menyusun, pengendalian, dan 
pelaporan anggaran perusahaan. 
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c) Dinas Perbendaharaan dan Program Kemitraan dan Bina 
Lingkungan (PKBL) 
Dinas Perbendaharaan dan PKBL dipimpin oleh seorang 
Asisten Manajer Perbendaharaan dan PKBL. Dinas 
Perbendaharaan dan PKBL. Dinas Perbendaharaan dan PKBL 
mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut: 
i. Dinas Perbendaharaan dan PKBL memiliki fungsi 
penyelenggaraan penerimaan dan pengeluaran kas / bank             
(manajemen kas), administrasi dan penyimpanan surat 
berharga, bukti-bukti kekayaan perusahaan, penghapusan aset, 
pengelolaan, penarikan, pencairan piutang, perpajakan, 
pemotongan, penyetoran iuran pegawai, kegiatan administrasi 
keuangan lainnya, pengelolaan penerimaan, penyimpanan, dan 
pengeluaran barang persediaan barang di gudang dan 
dukungan administrasinya, serta penyaluran dana dan 
pengendaliaan PKBL sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
ii. Dalam rangka menjaankan fungsinya, Dinas Perbendaharaan 
dan PKBL memiliki tugas membuat rencana kerja, 
menyelenggarakan, dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan 
pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas/ bank 
(manajemen kas) administrasi dan penyimpanan surat 
berharga, bukti-bukti kekayaan perusahaan, penghapusan aset, 
pengelolaan, penarikan, dan pencairan piutang, perpajakan, 
pemotongan, dan penyetoran iuran pegawai, kegiatan 
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administrasi keuangan lainnya, pengelolaan penerimaan, 
penyimpanan, dan pengeluaran barang persediaan barang di 
gudang dan dukungan administrasinya, serta penyaluran dana 
dan pengendaliaan PKBL. 
d) Dinas Personalia dan Umum 
Dinas Personalia dan Umum dipimpin oleh seorang Asisten 
Manajer Personalia dan Umum. Dinas Personalia dan Umum 
mempunyai fungsi dan tugas sebagi berikut: 
i. Dinas Personalia dan Umum memiliki fungsi penyelenggaraan 
kegiatan pengelolaan personalia, ketatausahaan kantor, hukum, 
hubungan masyarakat, Sistem Informasi Manajemen (SIM), 
pengadaan barang dan jasa yang bersifat umum sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
ii. Dalam rangka menjalankan fungsinya, Dinas Personalia dan 
Umum memiliki tugas membuat rencana kerja, 
menyelenggarakan, dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan 
perencanaan dan pengembangan personalia, administrasi 
personalia, ketatausahaan kantor, hukum, hubungan 
masyarakat, Sistem Informasi Manajemen (SIM) sebagai alat 
bantu untuk mempercepat dan ketepatan pengembaliaan 
keputusan manajemen, termasuk perangkat keras dan 
perangkat lunaknya, kegiatan pengumpulan, pengolahan, 
penyajian data, dan laporan, pengadaan barang dan jasa serta 
pelayanan dan penyimpanan fasilitas umum perkantoran. 
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3. Kebijakan Akuntansi 
a. Penyajian Laporan Keuangan 
Laporan keuangan perusahaan merupakan bagian dari proses 
laporan keuangan. Laporan keuangan meliputi neraca, laporan laba 
rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan sebagai 
laporan arus kas atau laporan arus dana), dan catatan atas laporan 
keuangan, laporan lain seperti materi penjelasan yang merupakan 
bagian integral dari laporan keuangan. 
Laporan keuangan disusun dan disajikan dengan menggunakan 
Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) di Indonesia yang 
tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). 
Laporan Keuangan disusun berdasarkan nilai historis, kecuali 
beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain 
sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing 
akun tersebut. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode 
langsung dengan mengelompokan arus kas dalam aktifitas operasi, 
investasi, dan pendanaan. 
Periode akuntansi perusahaan dimulai tanggal 1 januari sampai 
dengan tanggal 31 Desember setiap tahunnya. 
Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan 
laporan keuang adalah mata uang Rupiah (Rp). 
b. Struktur dan Isi Laporan Keuangan 
1) Neraca 
2) Laporan Laba Rugi 
  
 
16 
3) Laporan Perubahan Ekuitas 
4) Laporan Arus Kas 
5) Catatan Atas Laporan Keuangan 
c. Asumsi Dasar Penyusun Laporan Keuangan 
1) Basis Akrual (Accrual Basis) 
2) Kelangsungan Usaha Perusahaan (Going Concern) 
d. Transaksi Dalam Mata Uang Asing 
Transaksi Dalam Mata Uang Asing merupakan suatu transaksi 
yang didominasi atau membutuhkan penyelesaian dalam satuan mata 
uang asing, termasuk transaksi yang timbul ketika suatu perusahaan 
membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didominasi 
dalam satuan mata uang asing, meminjam (hutang) atau meminjamkan 
(piutang) dana yang didominasi dalam mata uang asing, menjadi pihak 
untuk suatu perjanjian dalam suatu valuta asing yang belum terlaksana 
atau memperoleh dan / atau melepaskan aset, menimbulkan atau 
melunasi kewajiban, yang didominasi dalam suatu mata uang asing. 
e. Transaksi Akuntansi Proyek Pengembang 
Pengeluaran biaya yang mendukung pekerjaan investasi proyek 
pembangunan Bandara baru dan pengembangan Bandara yang dikelola 
oleh Perusahaan, dicatat ke dalam akun aset tetap dalam penyelesaian 
sampai dengan aset tetap induknya dalam kondisi yang siap 
dipergunakan. 
f. Transaksi Hubungan Istimewa 
Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istemewa adalah : 
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1) Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan 
dan dikendalikan oleh, atau berada dibawah pengendalian bersama 
dengan Perusahaan (holding companies, subsidiaries, dan fellow 
subsidiaries). 
2) Perusahaan Asosiasi. 
3) Joint venture. 
4) Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak 
langsung, suatu kepentingan hak suara di perusahaan yang 
berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari 
perorangan tersebut. 
5) Karyawan kunci. 
6) Perusahaan dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara 
dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap 
orang, atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh yang 
signifikan atas perubahan-perubahan yang dimiliki Dewan 
Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama dari perusahaan 
dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen 
kunci yang sama dalam perusahaan. 
g. Tanggal Pisah Batas Pembukuan (Cut Off Date) 
Tanggal pisah batas pembukuan (cut off date) perusahaan 
setiap tahunnya adalah tanggal 31 Januari tahun berikutnya. Berkaitan 
dengan hal tersebut diatas dokumen transaksi keuangan yang 
berkenaan dengan tahun buku sebelumnya harus sudah diserahkan oleh 
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semua unit terkait ke unit akuntansi paling lambat tanggal 31 Januari 
tahun berikutnya. 
 
B. Latar Belakang Masalah 
Pada awalnya, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) adalah kelanjutan 
dari perusahaan-perusahaan besar milik pemerintah dan swasta Belanda yang 
diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Pengelolaan BUMN oleh 
pemerintah Indonesia mengalami naik turun, pasang surut. PT Pos Indonesia, 
PT Telkom, Bank Tabungan Negara, DAMRI, dan lain-lain adalah beberapa 
BUMN yang dikelola negara. 
Seiring dengan perkembangan zaman, BUMN ini perlu terus 
mendapat perhatian serius. BUMN tidak sekadar direvitalisasi, melainkan 
direinvensi. Sejalan dengan pemikiran Francis Gouillart dan James N. Kelly 
(1995) bahwa untuk mentransformasikan organisasi (korporasi) diperlukan 
empat langkah: reframing corporate direction, restructuring the company, 
revitalizing the enterprise, dan renewing people. Menurut Djokosantoso 
Moeljono (2004) menawarkan 4 konsep pokok reinvensi BUMN, yaitu: (1) 
restrukturisasi, (2) privatisasi, (3) budaya korporasi, dan (4) kepemimpinan 
korporasi. 
“Restrukturisasi” BUMN berkenaan dengan tatanan makro, yakni 
perihal kebijakan politik BUMN, dan tatanan mikro, yakni berkenaan dengan 
strategi penataan ulang korporasi BUMN. “Privatisasi” berkenaan dengan 
upaya untuk mengurangi peran negara yang berlebihan di sektor bisnis, 
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khususnya untuk menggerakkan dan memberdayakan perekonomian 
masyarakat. Sementara “Budaya Korporasi” menekankan pentingnya BUMN 
yang berbudaya unggul, sehingga meningkat setaraf kelas dunia. Konsep 
pokok terakhir yang dapat ditempuh guna mengembangkan BUMN dalam 
dunia bisnis saat ini adalah “Kepemimpinan Korporasi” menuntut pemimpin-
pemimpin korporasi yang mumpuni untuk membawa korporasi ke ranah 
korporasi kelas dunia. 
Anggaran disusun untuk membantu manajemen dalam kegiatan 
perencanaan dan pengawasan. Manajemen yang baik tidak ingin menghadapi 
periode yang akan datang dengan ketidakpastian. Menurut Munandar 
(2001:10), anggaran mempunyai kegunaan pokok yaitu: 
1. Sebagai pedoman kerja anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan 
memberikan arah serta sekaligus memberikan target-target yang harus 
dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang. 
2. Sebagai alat pengkoordinasian kerja anggaran berfungsi sebagai alat untuk 
pengkoordinasian kerja agar semua bagian-bagian yang terdapat di dalam 
perusahaan dapat saling menunjang, saling bekerja sama dengan baik, 
untuk menuju kearah sasaran yang telah ditetapkan. 
3. Sebagai alat pengawasan kerja anggaran berfungsi sebagai tolok ukur, 
sebagai pembanding untuk menilai (evaluasi) realisasi kegiatan 
perusahaan. Untuk bisa penaksiran secara lebih akurat, diperlukan sebagai 
data, informasi dan pengalaman yang merupakan faktor-faktor yang harus 
dipertimbangkan dalam menyusun anggaran. 
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Perancangan anggaran yang baik pada sebuah perusahaan 
terutamanya pada PT. (PERSERO) Angkasa Pura I akan lebih dapat 
meningkatkan pencapaian tingkat efektivitias kinerjanya jika dalam 
periode kedepan dapat dilakukan perbaikan terhadap perancangan 
anggaran tersebut, dikarenakan sesuai dengan tuntutan dasar hukum yang 
terakhir bahwa Angkasa Pura I adalah berbentuk PT, sehingga perusahaan 
ini harus dapat meningkatkan kualitas kinerjanya dengan penyerapan 
anggaran sebaik dan seefisien mungkin di masa yang akan datang. 
C. Perumusan Masalah 
Berdasarkan judul yang penulis pilih dan melihat latar belakang yang 
dijelaskan sebelumnya, maka pertanyaan dalam penelitian ini dapat 
dirumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimana Jenis-jenis rencana dan anggaran yang terdapat pada PT. 
(PERSERO) Angkasa Pura I Bandar Udara Adi Sumarmo Surakarta? 
2. Bagaimana sistem dan prosedur perancangan rencana kerja anggaran      
PT. (PERSERO) Angkasa Pura I Bandar Udara Adi Sumarmo Surakarta? 
3. Bagaimana penghitungan anggaran pada PT. (PERSERO) Angkasa Pura I 
Bandar Udara Adi Sumarmo Surakarta? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka penelitian 
ini mempunyai tujuan untuk : 
1. Mengetahui sistem dan prosedur perancangan rencan kerja anggaran      
PT. (PERSERO) Angkasa Pura I Bandar Udara Adi Sumarmo Surakarta. 
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2. Mengetahui penghitungan anggaran yang digunakan untuk pengajuan 
Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada PT. (PERSERO) Angkasa Pura I 
Bandar Udara Adi Sumarmo Surakarta. 
 
E. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Perusahaan 
Hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan untuk 
perusahaan dalam perancangan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang 
tepat pada periode-periode berikutnya, sehingga dapat lebih efektif dan 
efisien. 
2. Bagi Pembaca 
Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi dan acuan 
dalam melakukan penelitian berikutnya serta dapat menambah wacana dan 
wawasan bagi para akademisi. 
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BAB II 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
A. Tinjauan Pustaka 
1. Pengertian Rencana dan Anggaran 
Semakin berkembang dan majunya suatu perusahaan maka akan 
semakin kompleks aktivitas yang dijalankan. Aktivitas pada masing-
masing bagian harus direncanakan secara cermat, salah satu bentuk 
rencana tersebut disusun dalam anggaran perusahaan (Business Budget) 
pada periode yang akan datang.  
a) Pengertian Rencana 
Menurut Drs. Indriyo Gitosudarmo, M.Com (2003) Rencana 
adalah penentuan lebih dahulu tentang kegiatan yang akan dilakukan 
pada waktu yang akan datang. 
Rencana-rencana yang dilaksankan oleh PT. (PERSERO) 
Angkasa Pura I Bandar Udara Adi Sumarmo Surakarta secara garis 
besar mencakup bagian keuangan, personalia dan administrasi umum. 
b) Pengertian Anggaran 
Menurut Munandar (1985), pengertian anggaran yaitu:    
“Budget (anggaran) ialah suatu rencana yang disusun secara sistematis 
yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit 
(kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu 
yang akan datang.”  
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Menurut Y. Supriyanto (1985), pengertian anggaran yaitu: 
“Budgeting menunjukkan suatu proses, sejak dari tahap persiapan yang 
diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan 
berbagai data dan informasi yang diperlukan.“ 
 
2. Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pencatatan, dan 
Pelaporan Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran PT. (PERSERO) 
Angkasa Pura I 
KEPUTUSAN DIREKSI PT. (PERSERO) ANGKASA PURA I 
NOMOR: KEP.295/KU.10/1996 
TENTANG 
PEDOMAN PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, 
PENCATATAN, DAN PELAPORAN REALISASI  
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
PT. (PERSERO) ANGKASA PURA I 
 
DIREKSI PT. (PERSERO) ANGKASA PURA I 
Menimbang  a.  Bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 
1992 Akta Pendirian PT. (PERSERO) Angkasa Pura I nomor 
1 tanggal 2 januari 1993 dan Akta Perubahan Nomor 95 
tanggal 19 Maret 1993, Perusahaan Umum (PERUM) 
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Angkasa Pura I telah beralih status menjadi Perusahaan 
Perseroan (PERSERO), sehingga diperlukan pengelolaan 
manajemen keuangan yang lebih professional. 
 b. Bahwa untuk dapat melaksanakan manajemen keuangan 
perusahaan yang lebih professional dan untuk ketertiban, 
keseragaman, dan kelancaran dalam penyusunan, 
pelaksanaan, pengendalian, pencatatan, serta pelaporan 
realisasi rencana kerja dan anggaran diperlukan suatu 
pedoman. 
 c. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan 
b diatas, maka dipandang perlu mengatur dan menetapkan 
pedoman penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, 
pencatatan, dan pelaporan realisasi rencana kerja dan 
anggaran dalam suatu keputusan direksi. 
 
Mengingat a. Undang-undang nomor 9 tahun 1969 tentang Penetapan 
Pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 1969, 
(Lembaran Negara tahun 1969 nomor 16, tambahan 
Lembaran Negara nomor 2890) tentang bentuk-bentuk usaha 
negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 
1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara nomor 2904). 
 b. Kitab undang-undang hukum dagang (Staatsbald Tahun 1874 
nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
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dengan undang-undang nomor 4 tahun 1971 (Lembaran 
Negara tahun 1971 nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
nomor 2959). 
 c. Undang-undang nomor 15 tahun 1992 tentang penerbangan 
(Lembaran Negara tahun 1992 nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara nomor 3481). 
 d. Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 1983 tentang tata cara 
pembinaan dan pengawasan perusahaan jawatan   (PERJAN), 
Perusahaan Umum (PERUM), dan perusahaan perseroan 
(PERSERO), Lembaan Negara nomor 3246, peraturan 
Pemerintah Nomor 28 tahun 1983 (Lembaran Negara tahun 
1983 nomor 37). 
 e. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 1992 tentang pengalihan 
bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura I menjadi 
Perusahaan Perseroan (PERSERO), Lembaran Negara tahun 
1992 nomor 11. 
 f. Keputusan Presiden nomor 16 tahun 1994 tentang 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN). 
 g. Keputusan Presiden nomor 24 tahun 1995 tentang perubahan 
atas KEPRES nomor 16 tahun 1994 tentang pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 
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 h. Keputusan bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia 
dan Menteri Negara Perencanaan Pembagunan Nasional/ 
ketua Badan Perencana Pembangunan Nasional nomor 
KEP.27/MK.3/8/1994; KEP.166/KET/8/1994 tentang 
petunjuk teknis pelaksanaan keputusan Presiden Republik 
Indonesia nomor 16 tahun 1994. 
 i. Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 238/RS.302/Phb 
85 tentang tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh Direktur Jenderal 
dan Sekretaris Jenderal sebagai pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah nomor 3 tahun 1983. 
 j. Keputusan Menteri Keuangan nomor 740/KMK.00/1989 
tentang peningkatan efisiensi dan produktivitas Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN), keputusan Menteri Keuangan nomor 
826/KMK.013/1992 tentang perubahan keputusan Menteri 
Keuangan nomor 740/KMK.00/1989. 
 k. Keputusan Menteri Keuangan nomor 741 /KMK.00/1989 
tentang rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran 
perusahaan serta pelimpahan kewenangan pengambilan 
keputusan. 
 l. Akta pendirian PT. (PERSERO) Angkasa Pura I nomor 1 
tanggal 2 januari 1993 Akte perubahan nomor 95 tanggal 19 
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Maret 1993 (Tambahan Berita Negara tanggal 29 Juni 1993 
nomor 52). 
 m. Keputusan Direksi PT. (PERSERO) Angkasa Pura I Nomor 
KEP.56/OM.00/1993 Tentang organisasi dan tata kerja PT. 
(PERSERO) Angkasa Pura I. 
 
Memperhatikan       Surat edaran direksi PT. (PERSERO) Angkasa Pura I nomor 
ED.01/HK.00/1993 tanggal 11 Januari 1993. 
 
MEMUTUSKAN 
KEPUTUSAN DIREKSI PT. (PERSERO) ANGKASA PURA I TENTANG 
PEDOMAN PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, 
PENCATATAN, DAN PELAPORAN REALISASI  
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
PT. ( PERSERO ) ANGKASA PURA I 
 
Pasal 1 
Pedoman penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan 
realisasi Rencana Kerja dan Anggaran PT. (PERSERO) Angkasa Pura I 
sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini. 
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Pasal 2 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
     Ditetapkan di : Jakarta 
     Pada Tanggal : 27 Mei 1996 
---------------------------------------- 
            A.N DIREKSI 
    DIREKTUR UTAMA, 
 
Drs. H. FACHRI ZAINUDDIN 
           NIP. 7140002 F 
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3. Jenis- Jenis Rencana Kerja dan Anggaran PT. (PERSERO) Angkasa 
Pura I Bandar Udara Adi Sumarmo Surakarta 
a. Rencana Fisik 
1) Rencana Produksi 
Rencana produksi adalah perkiraan besarnya produksi yang 
akan datang selama satu tahun anggaran yang dinyatakan dalam 
satuan produksi sesuai dengan jenis produksi terkait, dengan 
mempertimbangkan data realisasi tahun berjalan serta pengaruh 
faktor-faktor intern dan ekstern dari perusahaan. 
Produksi domestik adalah jenis-jenis jasa yang dihasilkan 
perusahaan untuk kegiatan pelayanan dalam negeri. 
Produksi Internasional adalah jenis-jenis jasa yang 
dihasilkan perusahaan untuk kegiatan pelayanan luar negeri. 
Produksi dikelompokan menjadi: 
a) Produksi Aeronautika meliputi: 
i. JP4U (Jasa Pendaratan, Penempatan, Penyimpanan, 
Pesawat udara) 
Adalah jumlah tonnage pendaratan pesawat udara 
komersial yang dinyatakan dalam satuan ton, dan 
dibedakan untuk penerbangan dalam dan luar negeri. 
ii. JP3U (Jasa Pelayanan, Penumpang, Pesawat Udara) 
Adalah jumlah penumpang pesawat udara yang 
berangkat menggunakan fasilitas Bandara yang 
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dinyatakan dalam satuan Pax (paying pax) dan 
dibedakan untuk penerbangan dalam negeri dan luar 
negeri. 
iii. JP2 (Jasa Pelayanan Penerbangan) 
Adalah jumlah pelayanan penerbangan yang 
dinyatakan dalam satuan route unit dan dibedakan 
untuk penerbangan dalam dan luar negeri, serta lintas 
udara (over flying). 
iv. Pemakaian Aviobridge 
Adalah jumlah pemakaian aviobridge yang 
dinyatakan dalam satuan ton dan dibedakan dalam 
satuan ton dan dibedakan untuk penerbangan dalam 
dan luar negeri. 
b) Produksi Non-Aeronautika meliputi: 
i. Pemakaian Counter 
Adalah jumlah penumpang peasawat udara yang 
menggunakan fasilitas counter yang dinyatakan dalam 
satuan pax serta dibedakan untuk penerbangan dalam 
dan luar negeri. 
ii. Sewa Ruang 
Adalah jumlah dari seluruh ruangan yang terjual 
untuk disewakan dalam satuan m 2 X bulan. 
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iii. Sewa Tanah 
Adalah jumlah luas tanah yang disewakan untuk 
pemakai jasa yang dinyatakan dalam satuan m 2 X 
bulan. 
iv. Konsensi 
Adalah jumlah penjualan kotor dari konsesioner yang 
berusaha di Bandara yang dinyatakan dalam satuan 
rupiah (omzet). 
v. Parkir Mobil 
Adalah jumlah karcis parkir mobil yang terjual dan 
dinyatakan dalam satuan lembar. 
vi. Parkir Motor 
Adalah jumlah karcis parkir motor yang terjual dan 
dinyatakan dalam satuan lembar. 
vii. Peron 
Adalah jumlah karcis peron yang terjual dan 
dinyatakan dalam satuan lembar. 
viii. Pemakaian Listrik 
Adalah jumlah pemakaian yang digunakan oleh 
pemakai jasa dan dinyatakan dalam satuan Kwh. 
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ix. Pemakaian Tempat Reklame 
Adalah jumlah tempat reklame yang disewakan dan 
dinyatakan dalam satuan M 2 X bulan. 
x. Pemakaian Air 
Adalah jumlah pemakaian air yang digunakan oleh 
pemakai jasa yang dinyatakan dalam satuan m 3 . 
xi. Pemakaian Telepon 
Adalah jumlah pesawat telepon (extension) yang 
digunakan oleh pemakai jasa yang dinyatakan dalam 
satuan pesawat X bulan. 
2) Rencana Alat-alat Produksi 
Disusun sesuai jumlah alat yang tersedia serta menghasilkan 
produksi jasa dengan mempertimbangkan rencana penambahan 
serta pengurangan alat tersebut pada tahun angggaran yang 
bersangkutan. 
Alat-alat produksi dikelompokan menjadi: 
No. Uraian Satuan 
1. Landasan/Taxiway/Apron. 
 a. Landasan      M 2  
 b. Taxiway       M 2  
 c. Apron       M 2  
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2. Lapangan.       
 a. Tempat parkir kendaraan    M 2  
 b. Ground handling/ GSE     M 2  
3.  Gedung-gedung. 
 a. Terminal      M 2  
 b. Hanggar      M 2  
 c. Kargo       M 2  
 d. Kantor/ Pertokoan diluar terminal   M 2  
4.  Alat-alat perhubungan udara. 
 a. Alat-alat telekomunikasi    Unit 
 b. Rambu-rambu udara dan pembantu navigasi  Unit 
5. Alat-alat pengangkutan, dan lain-lain 
 a. Kendaraan PKP-PK     Liter*) 
 b. Ambulance      unit 
6. Alat-alat kantor 
 a. Counter       Buah 
7. Instalasi listrik. 
 a. Mesin pembangkit T.L.     Kva 
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 b. Gardu, travo, daya listrik    Kva 
 c. Approach light      Titik 
 d. Runway light      Titik 
 e. Vasi light      Titik 
 f. Taxiway light      Titik 
 g. Apron light      Titik 
8. Instalasi air. 
 a. Pompa air     Liter/detik)*) 
 b. Hydrophore     Liter/detik)*) 
 c. Hydrant      Titik 
 d. Deep well     Liter/detik)*) 
9. Instalasi Telepon. 
 a. PABX       No.ext 
 b. Pesawat telepon     Buah 
10. Peralatan mekanikal. 
 a. Conveyor            Mtr/unit 
 b. Escalator      Unit 
 c. Lift       Unit 
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 d. Garbarata      Unit 
 e. Timbangan      Unit 
11. Public information system. 
 a. Public addressing system    Unit 
 b. Flight progress display     Buah 
 c. CCTV Hiburan/ MATV    Buah 
12. Detector. 
 a. Detector      Unit 
 b. Security CCTV      Unit 
*) Keterangan tambahan kategori dan jumlah perlatan bandara terkait. 
 
3) Rencana sumber daya manusia 
Disusun berdasarkan perkiraan kebutuhan personil dengan 
mempertimbangkan realisasi sumber daya manusia yang ada, serta 
rencana penambahan dan pengurangan personil yang disusun 
dengan pengelompokan yang jelas menurut unit kerja masing-
masing bidang. 
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b. Rencana Anggaran Eksploitasi 
Rencana anggaran eksploitasi berisi rencana pendapatan dan 
biaya serta perhitungan PPh pasal 25 (gabungan) pada suatu periode 
anggaran 
1) Rencana anggaran pendapatan 
Adalah rencana pendapatan yang diharapkan selama satu 
periode anggaran sehubungan dengan produksi yang dihasilkan dan 
tarif yang berlaku. 
Rencana anggaran pendapatan ini disajikan sesuai dengan 
klasifikasi dan kode rekening pendapatan yang dimuat dalam 
pedoman akuntansi dan anggaran pendapatan ini dibagi menjadi 
dua bagian yaitu pendapatan aeronautika dan pandapatan non-
aeronautika. 
Pendapatan aeronautika terdiri dari: 
a) J.P4.U (Jasa Pendaratan, Penempatan, Penyimpanan, Pesawat 
udara) 
Adalah pendapatan J.P4.U yang dipungut dari airlines atas 
pendaratan pesawat udara dan dibedakan untuk penerbangan 
dalam dan luar negeri. 
b) J.P3.U (Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat Udara) 
Adalah pendapatan J.P3.U yang dipungut dari penumpang yang 
berangkat dan dibedakan untuk penerbangan dalam dan luar 
negeri. 
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c) JP2 (Jasa Pelayanan Penerbangan) 
Adalah pendapatan J.P2 yang dipungut dari airlines atas 
pelayanan penerbangan dan dibedakan untuk penerbangan 
dalam dan luar negeri. 
d) Aviobridge 
Adalah pendapatan aviobridge yang dipungut dari airlines atas 
pemakaian fasilitas aviobridge dan dibedakan untuk 
penerbangan dalam dan luar negeri. 
Pendapatan  Non-Aeronautika meliputi: 
a) Pemakaian Counter 
Adalah pendapatan counter yang dipungut dari airlines untuk 
penumpang atas penggunaan fasilitas conveyor, counter, dan 
timbangan, serta dibedakan untuk penerbangan dalam dan luar 
negeri. 
b) Sewa Ruang 
Adalah Pendapatan sewa ruang, gudang, dan VIP room yang 
dipungut dari penyewa terkait. 
c) Sewa Tanah 
Adalah pendapatan sewa tanah dan ground service equipment 
(GSE) yang dipungut dari penyewa terkait. 
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d) Agro business 
Adalah pendapatan agro business yang dipungut dari pengguna 
atas pemanfaatan lahan terkait. 
e) Konsensi 
Adalah pendapatan konsensi yang dipungut dari konsesioner 
atas usaha yang dilakukan di bandara. 
f) Parkir Mobil 
Adalah pendapatan parkir mobil yang dipungut dari pengunjung 
yang memanfaatkan fasilitas tempat parkir mobil. 
g) Parkir Motor 
Adalah pendapatan parkir motor yang dipungut dari pengunjung 
yang memanfaatkan fasilitas tempat parkir motor. 
h) Peron 
Adalah pendapatan peron yang dipungut dari pengunjung yang 
memanfaatkan fasilitas waving gallery. 
i) Pas bandara 
Adalah pendapatan pas bandara yang dipungut dari pengunjung 
yang memanfaatkan daerah di sekitar bandara sesuai peraturan 
yang berlaku. 
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j) Sewa tempat reklame 
Adalah pendapatan sewa tempat reklame yang dipungut dari 
pemasangan reklame di sekitar bandara sesuai peraturan yang 
berlaku. 
k) Pemakaian Listrik 
Adalah pendapatan pemakaian listrik yang dipungut dari 
pengguna listrik atas pemanfaatan instalasi listrik di bandara 
sesuai peraturan yang berlaku.. 
l) Pemakaian Air 
Adalah pendapatan pemakaian air yang dipungut dari pengguna 
air atas pengunaan air di bandara. 
m) Pemakaian Telepon 
Adalah pendapatan pemakaian telepon yang dipungut dari 
pengguna telepon atas penggunaan instalasi telepon di bandara. 
n) Pendapatan lain-lain 
Adalah pendapatan lain-lain yang diluar kegiatan operasional 
perusahaan, antara lain pendapatan bunga, pendapatan selisih 
kurs valuta asing, pendapatan insidentil, dan lain-lain. 
2) Rencana anggaran biaya 
Adalah perkiraan yang akan menjadi biaya perusahaan 
selama satu periode anggaran. Rencana anggaran biaya ini 
disajikan sesuai klasifikasi dan kode rekening biaya dalam 
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pedoman akuntansi dan disesuaikan dengan kebutuhan yang terdiri 
dari: 
a) Biaya pegawai 
i. Penghasilan pegawai 
Adalah biaya imbalan jasa yang dibayarkan kepada pegawai 
perusahaan dan diperbantukan secara bulanan berdasarkan 
ketentuan yang berlaku yaitu gaji pokok, tunjangan 
keluarga, tunjangan panagan, dan tunjangan perusahaan. 
ii. Tunjangan kesehatan 
Adalah untuk keselamatan kesehatan kerja (K3) antara lain 
pemerikasaan kesehatan berkala, rontgen peagawai, 
imunisasi, check up pejabat/ pegawai, pemeriksaan dokter, 
obat-obatan apotik, rawat-inap, rawat jalan, dan lain-lain 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
b) Biaya operasi 
i. Biaya pegawai makro 
Adalah imbalan yang dibayarkan kepada petugas 
meteorology secara bulanan sesuai ketentuan yang berlaku. 
ii. Biaya persediaan dan sewa 
Adalah biaya atas penggunaan barang persediaan untuk 
kebersihan, bahan bakar, keperluan meteorology, telekom, 
dan persediaan lain-lain. 
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c) Biaya pemeliharaan 
Adalah perkiraan biaya pemeliharaan yang dirinci menurut 
program pemeliharaan aktiva tetap dan penggunaan persediaan 
yang berkaitan dengan pemeliharaan yang akan menjadi beban 
perusahaan selama satu periode anggaran yang meliputi 
pemeliharaan landasan, taxiway, apron, lapangan, jalan, taman, 
pagar, dll. 
d) Iuran dana pensiun 
Adalah biaya berkenaan dengan kewajiban perusahaan untuk 
membayar iuran dana pensiun yang telah ditetapkan kepada 
penerima dana pensiun. 
e) Biaya penyusutan aktiva tetap 
Adalah biaya sehubungan dengan pemilikan dan pemanfaatan 
aset / alat-alat produksi didalam operasi perusahaan yang tarif 
penyusutannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
f) Biaya amortisasi study pengembangan 
Adalah biaya amortisasi terhadap aktiva tak berwujud yang 
tarif amortisasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
g) Biaya asuransi 
Adalah biaya sehubungan dengan pembayaran jaminan sosial 
tenaga kerja kepada PT. Taspen dimana karyawan perusahan 
menjadi peserta program astek. 
h) Biaya penjualan 
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i. Biaya reklame iklan 
Adalah biaya yang berkenaan dengan adanya promosi dan 
relaisasi, seperti souvenir, golf direksi, dan sebagainya. 
ii. Biaya piutang ragu-ragu 
Adalah biaya yang berkenaan dengan taksiran kerugian 
karena tidak tertagihnya piutang yang tarif perhitungannya 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
i) Biaya perjalanan dinas 
Adalah biaya berkenaan dengan perjalanan dinas pejabat dan 
karyawan perusahaan yang dibedakan perjalanan dinas dalam 
dan luar negeri. 
j) Biaya umum 
Adalah biaya atas penggunaan persediaan kantor, komputer, 
administrasi bank, biaya akuntan dan kunsultan, pendidikan 
pegawai, olahraga, dan biaya umum lain-lain 
k) Biaya pajak 
i. Tunjangan pajak penghasilan 
Adalah tunjangan berkenaan dengan pembayaran PPh pasal 
21 atas penghasilan pegawai. 
ii. Biaya SWP3D / BBN / D11 
Adalah biaya sehubungan dengan pembayaran pajak 
kendaraan dan yang berhubungan dengan surat-surat 
kendaraan. 
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iii. Biaya paajak bumi dan bangunan 
Adalah biaya yang berkenaan dengan pembayaran SPPT 
PBB ke kas negara. 
l) Biaya lain-lain 
i. Sumbangan kepada badan sosial 
Adalah biaya yang berkenaan dengan pembayaran 
sumbangan kepada badan-badan sosial. 
ii. Ongkos angkut / bongkar 
Adalah biaya yang berkenaan dengan biaya pemindahan / 
pengiriman barang-barang ke kantor cabang lainnya. 
iii. Biaya selisih kurs valuta asing 
Adalah biaya yang berkenaan dengan pembayaran kepada 
perusahaan dengan kurs dibawah standart kurs tetap 
pembukuan. 
iv. Biaya keamanan / BMPI / dokter jaga 
Adalah biaya yang berkenaan dengan pembayaran kepada 
anggota ABRI atau petugas keamanan lainnya yang 
ditugaskan membantu pengamanan di bandara atau 
penjagaan asset perusahaan.  
v. Biaya Koran / majalah / bulletin 
Adalah biaya yang berkenaan dengan pembayaran 
langganan Koran / majalah / bulletin. 
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vi. Biaya sumbangan kematian / bencana alam 
Adalah biaya yang berknaan dengan pemberian bantuan / 
sumbangan kepada pegawai yang meninggal dunia dan 
yang tertimpa musibah bencana alam. 
vii. Rupa-rupa biaya lain 
Adalah biaya yang berkenaan dengan pengeluaran biaya 
diluar biaya tersebut diatas dan tidak berkaitan dengan 
operasional bandara. 
c. Anggaran investasi 
Adalah gambaran rencana kerja jangka pendek untuk 
menambah dan / atau mengganti alat-alat produksi maupun alat-alat 
penunjang yang meliputi tanah, landasaan, taxiway, apron, gedung-
gedung, alat-alat perhubungan udara, alat-alat pengangkutan, dll. 
d. Anggaran kas 
Meliputi penerimaan, pengeluaran, dan saldo kas / bank selama 
satu periode anggaran. 
e. Proyeksi Neraca 
Adalah gambaran posisi keuangan yang meliputi harta, hutang, 
dan modal periode pada akhir periode anggaran. 
f. Kinerja keuangan 
Adalah gambaran posisi nilai bobot kesehatan perusahaan yang 
berpedoman pada keputusan menteri keuangan nomor 
826/KMK.013/1992 dalam satu periode anggaran. 
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g. Revisi  anggaran 
Untuk keperluan operasional perusahaan atau adanya 
kebijaksanaan pemerintah apabila dipandang perlu dapat diadakan 
revisi anggaran. Untuk penyusunan reviai anggaran harus 
diperbandingkan antara realisasi sampai dengan triwulan / bulan 
terakhir dengan RKA tahun berjalan dan usulan revisi dibandingkan 
dengan anggaran tahun berjalan. 
 
4. Sistem dan Prosedur Rencana Kerja Anggaran 
a. Sistem Rencana Kerja Anggaran PT. (PERSERO) Angkasa Pura I 
Bandar Udara Adi Sumarmo Surakarta 
1) Sistem top down dan sistem Bottom up 
a) Sistem top down 
Berupa instruksi dan policy dari Direksi kepada seluruh 
jajaran baik di kantor pusat maupun kantor cabang serta 
rencana-rencana yang sudah tercakup dalam Master Plan. 
b) Sistem bottom up 
Yaitu masukan unit paling bawah kepada atasan terkait, 
Untuk kantor cabang dari dinas kepada divisi, dari divisi 
kepada kepala cabang, dan dari kepala cabang kepada direksi 
kantor pusat. 
 
 
  
 
46 
2) Sistem yang disusun berdasarkan kronologis 
Program disusun secara berurutan dengan kronologis sebagai 
berikut: 
a) Produksi dan pendapatan disusun oleh unit operasi dan 
komersial. 
b) Penyediaan fasilitas dan perawatan oleh unit Teknik. 
c) Kegiatan operasional oleh pelaksana terkait. 
d) Penyediaan tenaga kerja oleh unit personalia. 
e) Penyediaan dana, pengendalian, koordinasi, pencatatan, dan 
penyususnan neraca akhir oleh unit keuangan. 
b. Prosedur Perancangan rencana anggaran PT. (PERSERO) Angkasa 
Pura I Bandar Udara Adi Sumarmo Surakarta 
Prosedur pelaksanaan / realisasi anggaran sebagaimana 
tersebut diatas dapat dirinci sebagai berikut: 
1) Prosedur Kualitatif 
Rencana kualitatif yang telah ditetapkan dalam RKA dan 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
2) Prosedur Pelaksanaan Rencana Fisik 
1. Produksi 
Unit operasi memonitor kelancaran dan kualitas jasa yang 
diserahkan. 
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2. Alat-alat produksi 
Unit pemakai (user) memonitor pengadaan dan perawatan 
alat produksi yang dilakukan oleh unit ST yang memproses 
pengadaan dan pemeliharaan alat produksi, sehingga dapat 
berfungsi sebagaimana seharusnya, dengan demikian dapat 
menghasilkan jasa Bandara sesuai dengan permintaan 
konsumen. 
3. Sumber Daya Manusia 
Unit personalia melakukan mutasi, rekruitmen dan pensiun 
sesuai dengan jadwal dan aturan yang berlaku. 
3) Prosedur pelaksanaan/ realisasi anggaran Eksploitasi 
1. Anggaran Pendapatan 
Yaitu proses pendapatan baik melalui faktur                   
(pendapatan kredit) maupun tunai (langsung dibayar tanpa 
faktur). Pendapatan yang diproses melalui faktur, baik 
ditagih dimuka maupun ditagih dibelakang setelah masa 
jasa (J.P4.U, J.P3.U, dan lain-lain). 
Anggaran pandapatan dibagi menjadi: 
i. Pendapatan Kredit 
 
Data Dikumpulkan oleh 
unit Operasi. 
Penyerahan Jasa Bandara 
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Disampaikan kepada unit    
komersial. 
Pembuatan / Penyerahan 
faktur oleh unit komersial 
kepada unit keuangan. 
Proses pendistribusian dan 
penagihan oleh unit 
keuangan / penagihan. *) 
Pelaksanaan pembayaran 
piutang oleh debitur. 
 
Pencairan piutang. **) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Penjelasan: 
*) Faktur dari unit komersial di unit keuangan/ anggaran direkap     
sebagai bahan evaluasi/ laporan bulanan ke kantor pusat. 
**) Data pencairan piutang di unit keuangan / anggaran sebagai bahan 
laporan cash flow. 
 
Data Pelayanan 
Proses Pemfakturan 
Proses Penagihan 
Pemakai Jasa Bandara 
Penerimaan Kas 
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ii. Pendapatan Tunai 
 
Data dan uang dikumpulkan 
oleh unit operasi / 
komersial. 
 Disampaikan kepada unit 
komersial untuk proses 
pembayarannya ke kas pada 
hari itu juga. 
 Diterima oleh kasir di unit 
keuangan secara tunai. 
2. Anggaran Biaya 
a. Biaya Pegawai. 
1) Gaji, honorarium, beras, tunjangan khusus, 
tunjangan kesejahteraan, insentif merit. 
 
Dibuat oleh petugas 
pembuat daftar. 
Disampaikan untuk 
disetujui oleh kepala unit 
personalia.. 
Penyerahan Jasa Bandara 
Data Pelayanan 
Penerimaan kas 
Pembuatan daftar 
penghasilan pegawai 
Pengecekan 
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Ditandatangani oleh kepala 
unit yang bersangkutan. 
Kontrol pembukuan oleh 
kepala unit akuntansi. *) 
Persetujuan pengeluaran 
oleh ordonatur. 
Pengambilan uang oleh juru 
bayar unit yang 
bersangkutan. **) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Penjelasan: 
*)  Pengecekan pengkodean biaya pegawai tersebut diatas dapat langsung 
ke ordonatur tanpa melalui unit anggaran karena bersifat rutin, baik 
anggaran yang tersdia maupun realisasinya adalah sesuai dengan 
aturan yang ada (baku). 
**) Dari data pembayaran melalui kas dapt dipakai sebagai bahan laporan 
cash flow, baik bulanan maupun triwulanan. 
b. Biaya Operasi. 
Sewa listrik, air, telepon, VSAT, dan lain-lain yang 
berkaitan dengan biaya operasi. 
 
Pembuatan voucher 
Pengecekan 
Pengkodean 
Pembayaran kas 
Disetujui oleh ordonatur 
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 Data tagihan 
dikonfirmasikan oleh unit 
keuangan kepada unit 
sesuai bidangnya. 
 Hasil pengecekan dan 
berita acara dibuat oleh unit 
ST disampaikan ke unit 
keuangan. 
 Apabila tidak bermasalah 
pembayaran dapat diproses. 
1. Kontrol pembukuan oleh 
kepala akuntansi. 
2.Kontrol anggaran oleh 
kepala unit anggaran. *) 
Persetujuan pengeluaran 
oleh ordonatur. 
Pembayaran sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. **) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Penjelasan: 
*)   Pengecekan kode anggaran yang dibuat oleh uniot akuntansi agar  
sesuai dengan pembebanan di unit anggaran. 
Data tagihan sewa 
Pengecekan 
Pembuatan voucher 
Pengecekan 
Pengkodean 
Pembayaran kas 
Disetujui oleh ordonatur 
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       Pengecekan masa pembebanan sesuai masa RKA (accrual). 
**) Pembayaran kas diperlukan untuk pembuatan laporan cash     bulanan 
dan triwulanan 
3. Prosedur Pengadaan Barang. 
 
Unit pemakai mengajukan 
permintaan ke unit ST. 
 Unit ST menyampaikan 
SPP dilampiri persyaratan 
teknis, disampaikan ke unit 
perlengkapan. 
1.Pengecekan persediaan. 
2.Menyiapakan SPP dan 
disampaikan ke unit 
keuangan/ anggaran. 
Kontrol anggaran oleh 
kepala unit/ kasi/ kadin 
keuangan dan anggaran.*) 
Pelaksanaan pengadaan 
barang. 
Unit pemakai 
Pengecekan 
Unit perlengkapan 
Unit perlengkapan 
Unit anggaran 
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Voucher dilegkapi dengan 
berita acara penerimaan 
barang. 
ü Kontrol pembukuan 
oleh kepala unit 
akuntansi. 
ü Kontrol anggran oleh 
kepala unit anggaran. 
**) 
Pembayaran uang sesuai 
dengan ketentuan yang 
berlaku. ***) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Penjelasan: 
*)   Mengecek program sesuai RKA dan mencantumkan jumlah dana yang 
tersedia, realisasi dan dana yang masih tersedia. 
**)   Mengecek kode / acc anggaran yang dibuat oleh unit akuntansi agara 
sesuai dengan kode account di unit anggaran dan pencatatan 
realisasinya. 
***) Pembayaran kas sebagai bahan pembuatan laporanm cash flow 
bulanan dan triwulanan. 
 
Pembayaran kas 
Proses pembayaran 
  
 
54 
Pelaksanaan atau realisasi kinerja perusahaan berpedoman pada 
RKA dan program triwulanan, apabila realisasinya tidak sesuai dengan 
RKA dari unit anggaran yang menginformasikan kepada unit ST terkait 
dapat dijadikan bahan untuk didevaluasi dan ditinjau kembali secara 
berkala yaitu 2 (dua) bulan sekali dari unit anggaran yang menyampaikan  
realisasi program triwulanan kepada unit ST terkait sebagai bahan evaluasi 
tindak lanjut. 
5. Contoh Penghitungan Rencana Anggaran Salah Satu Pos Pendapatan 
P.J.P4.U Dalam Negri 
a. Realisasi tahun 2008 = 2450 Pax @ Rp. 10.250.000  
                         = Rp. 25.112.500.000 
b. RKA tahun 2009     = 2500 Pax @ Rp. 10.275.000 
                                                         = Rp. 25.687.500.000 
c. Realisasi RKA tahun 2009 
1) Realisasi Jan s/d Juni                      =Rp. 13.871.250.000 
2) Realisasi Juli s/d Des 2009 
Rincian: 
Garuda  = 475 Pax @ Rp. 10.250.000 = Rp. 4.868.750.000 
Lion  = 275 Pax @ Rp. 10.250.000 = Rp. 2.818750.000 
Silk  = 115 Pax @ Rp. 10.250.000 = Rp. 1.178.750.000 
Sriwijaya = 285 Pax @ Rp. 10.250.000 = Rp. 2.921.250.000 
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             = Rp. 11.384.556.250 
 
Estimasi realisasi tahun 2009        = Rp. 25.687.500.000 
d. Usulan RKA tahun 2010 2.794.500.000 
Garuda  = 980 Pax @ Rp. 10.350.000 = Rp. 10.143.000.000 
Lion  = 550 Pax @ Rp. 10.350.000 = Rp. 5.692.500.000 
Silk  = 370 Pax @ Rp. 10.350.000 = Rp. 3.829.500.000 
Sriwijaya = 585 Pax @ Rp. 10.350.000 = Rp. 6.054.750.000 
Usulan RKA tahun 2010       = Rp. 25.719.750.000 
6. Contoh Penghitungan Rencana Anggaran Salah Satu Pos Biaya 
Biaya SWPD3D/ BBN 
d. Realisasi tahun 2008           = Rp. 17.963.000 
e. RKA tahun 2009            = Rp. 20.203.000 
f. Estimasi Realisasi RKA tahun 2009 
3) Estimasi Realisasi Jan s/d Juni 2009 
Real Jan s/d Maret  =Rp. 1.410.000 
Est. real. April s/d Juni = Rp. 9.150.000 
                  = Rp. 10.560.000 
4) Estimasi Realisasi Juli s/d Des 2009 
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Rincian: 
Perpanjangan pajak kendaraan             = Rp. 9.643.000 
Estimasi realisasi tahun 2009              = Rp 20.203.000 
d. Usulan RKA tahun 2010 
Rincian 
Pajak Kendaraan: 
· AD 1957 HD   = 10.570.000 
· AD 4563 GH   = 11.520.000 
Usulan RKA tahun 2010               = Rp. 22.090.000 
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BAB III 
TEMUAN 
 
Analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan atas sistem dan 
prosedur perancangan Rencana Kerja dan Anggaran PT. (PERSERO) Angkasa 
Pura I Bandar Udara Adi Sumarmo Surakarta memperoleh beberapa hasil 
penelitian yang dapat diuraikan sebagai berikut. 
A. Kelebihan 
1. Sistem dan prosedur dalam perancangan rencana kerja dan anggaran 
dilaksakan atas aturan perusahaan yang kuat yaitu berdasarkan pedoman 
penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan 
realisasi rencanan kerja dan anggran PT. (PERSERO) Angkasa Pura I pada 
pasal 1 dan pasal 2.  
2. Dalam perancnagan rencana kerja dan anggaran sudah dilakukan secara 
computerized, dan didukung fasilitas on-line. 
3. Otorisasi yang dilaksanakan telah dijalankan dengan baik dengan adanya 
pemisahan fungsi yang tegas. 
B. Kelemahan 
1. Tidak ada dokumen yang bernomor urut tercetak dikeluarkan oleh bagian 
anggaran. 
2. Tidak ada pemutakhiran data secara up - to date sebagai dasar pengajuan 
Anggaran. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
PT. (PERSERO) Angkasa Pura I Bandara  Internasional Adi Sumarmo  
Surakarta merupakan perusahaan yang bergerak di Bidang Jasa Penerbangan, 
baik penerbangan domestik maupun internasional. Dalam menjalankan 
kegiatan operasional maupun non-operasionalnya selalu menggunakan 
rencana anggaran, sehingga disetiap bagian yang terdapat pada perusahaan 
memiliki sub-bagian rencana kerja yang bertugas untuk mengestimasi 
anggaran yang dibutuhkan dan membuat rencana anggaran untuk melaporkan 
rencana anggaran tersebut. 
Prinsip yang digunakan untuk angaran pendapatan adalah minimal, 
dalam hal ini berarti saldo yang dianggarkan adalah saldo minimal yang harus 
dicapai guna memaksimalkan efisiensi dan efektivitas kerja perusahaan. 
Sebaliknya Prinsip yang digunakan untuk angaran biaya adalah maksimal, 
dalam hal ini berarti saldo yang dianggarkan adalah saldo maksimal yang 
dianggarkan guna memaksimalkan efisiensi dan efektivitas kerja perusahaan 
B. Rekomendasi 
Dari hasil analisis yang dilakukan penulis, maka penulis memberikan 
rekomendasi yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh 
perusahaan.  
  
 
lix
lix 
Adapun rekomendasi yang dapat penulis berikan adalah sebagai 
berikut : 
1. PT. (PERSERO) Angkasa Pura I Bandara Adi Sumarmo Surakarta 
seharusnya menerbitkan dokumen bernomor urut tercetak atas setiap 
anggaran yang diproses sehingga dapat sebagai bahan 
pertanggungjawaban atas kegiatan penganggaran dan dalam kaitannya 
dengan audit memudahkan untuk melakukan proses penelusuran. 
2. Setiap anggaran yang diajukan sebaiknya menggunakan data yang ter up – 
date sehingga penyusunannya dapat mendekati dengan keadaan 
sesungguhnya. 
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